BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 27 TAHUN
2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan Pajak Air Tanah dan
pelaksanaan ketentuan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten
Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu
menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 27
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air
Tanah dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

1.

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
85);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1298,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);



10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala
Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib Pajak (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5179);

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20
Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Perolehan Air
Tanah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002
tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan
palayanan Publik Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam
dan Gas Alam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2003;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 67 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor
67);

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah;

Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 59 Tahun 2012 diubah

sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

4. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan

Pelaporan

atau Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan dan

Pengembangan.



5. Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pendapatan adalah
bidang pada Badan Keuangan Daerah yang menangani pendaftaran dan
pendataan, perhitungan dan penetapan serta pembukuan dan pelaporan
pendapatan.

2. Ketentuan Pasal 1 diubah dengan menyisipkan 1 (satu) angka diantara angka
5 dan angka 6 yaitu angka SA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

S5A. Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan adalah bidang pada
Badan Keuangan Daerah yang menangani Perencanaan dan pengendalian
pendapatan, penagihan dan keberatan serta pengembangan dan
pembinaan pendapatan.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 9

(2) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan
Pelaporan atas nama Kepala BKD.

4. Ketentuan dalam Lampiran [ diubah, sehingga Lampiran I berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 22 September 2017

BUPATI PASURUAN,
ttd.

M. IRSYAD YUSUF
Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 22 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,
ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2017 NOMOR 39



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 27 TAHUN
2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

I. PENJELASAN UMUM

Pajak daerah merupakan salah satu komponen penting dalam penerimaan
yang dimiliki oleh daerah. Pengelolaan pajak daerah tersebut tentunya harus
diperhatikan dengan baik. Dalam hal ini masyarakat menjadi objek
penarikannya sekaligus menjadi objek yang diharapkan menikmati hasil dari
pajak tersebut.

Maka dari itu kualitas pelayanan harus ditingkatkan pengelolaan pajak
daerah yang baik menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah
menjalankan amanat rakyat dan amanat pemerintah dengan baik.

Sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi serta
kemampuan masyarakat, perlu dilakukan evaluasi tarif pemungutan pajak air
tanah. Dengan adanya peningkatan tarif pajak dimaksud akan berdampak
pada peningkatan pendapatan daerah sehingga dapat membantu kelancaran
pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 1



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 39 TAHUN 2017
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2017

VOLUME DAN HARGA DASAR AIR TANAH

KELOMPOK VOLUME AIR (m3) DAN NILAI PEROLEHAN AIR (Rp./mb3)
<51 m3 51 - 500 m3 501 - 1000 m3 1.0001 - 2.500 m3 > 2.500 m3
INDUSTRI DENGAN BAHAN BAKU AIR 3.375 4.500 6.000 7.125 8.250
NON INDUSTRI DENGAN BAHAN BAKU AIR 2.000 2.750 3.750 4.500 5.250
NIAGA 825 975 1.050 1.275 1.350
NON NIAGA 525 600 640 675 750

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF
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